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KATA SAMBUTAN

Tahun 2015 m I[ndonesia telah memasuki era baru dalam kehidupan ekonomi
ASEAN. Era ini di satu sisi merupakan peluang dan di sisi yang lain merupakan
ancaman. Peluang bagi bangsa ini pada saat ia memiliki kemampuan dan kesiapan
bersaing dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dan ancamarn pada saat
negara ini hanya mampu mempersiapkan warganya menjadi penonton pada ““pertunjukan
para actor ckonomi dari negara lain” dan hanya berlaku sebagai buyer terbesar bagi
produk-produk ekonomi dari negara lain. Saat ini kita sudah berada pada era ini. di mana
“borderless state” dalam bidang ekonomi antar negara-negara ASEAN telah disepakati.
Era ini disebut Masyarakat Exonomi Asean (MEA),

Sehubungzn dengan hal tersebut. peran pemenntah dalam berbagai level menjadi
penentu dalam mensinergikan semua komponen bangsa uniuk mengambil peran dilam
komunitas ini. Seiring dengan era ownomi daerah, maka peran pemerimah dacrah
scbagai level pemerintaban yang terdepan dalam penyclenggeraan pelayanan public dan
kebijakan public menjadi suatu yang sangat urgen. Hal ini discbabkan oleh mereka telah
diberi kewenangan penuh dalam menyelenggarakan manajemen public dan kebijakan
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.42
yang tek terhindarkan (unavoidable).

pdel Inovasi Berbasis Kolaborasi Di Kota Baubau

Dalam seminar nasional ini peningkatan kapasitas pemerintah daerah telah disepakati .
R T e S O S F ) L. [

[ menjadi tema utama oleh panitia penyelenggara seminar ini dengan dasar pertimbangan
'.H hal tersebut di atas dan masih perlunya kesiapan para pemerintah daerah untuk
H L mengambil peran dalam MEA, Dalam hal tersebut. maka panitia penyelenggara telah

Menguak Perilaku Pemimpin Dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap

| merancang penyelenggaraan semunar ini dengan pemzhaman konseprual dan teoritis R e o et M R B B N I, | S e
: pengembangan Kkapasitas organisasi, dan pengalaman praktis para administrator

H pemerintah  daerah  (best practice) dalam  meningkatkan kapasita'snya untuk

lisis Aktor Penvelesaian Konflik AntarDesa Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi

Intan
penyelenggaraan manajemen dan kebijakan publik dalam bentuk leadership forum.
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COleh karena itu, pada kesempatan ini terimakasih yang sebesar-besamnys kepada panitia

|
penyelenggara, para penyumbang baik dalam bentuk materi atau nen materi, para npuan Pemerintah daerah Dalam Mengembangkan Potensi Dacrah Berbasis
pemateri dan para peserfa seminar nasional ini. Mudah-mudahan upava akademik ini lan dan Berdaya Saing
dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan negeri vang kita cintai
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Rekonstruks! pemerintahan di

Asna Aneta

Abstrak

| I nﬂ“’———

tur dalam P

penilaian atas kinerja aparatur,pengukuran
dan penilaian kinerja aparatur pemerintah
sudah menjadi bahan wacana dan
tuntutan pubiik. Sehubungan dengan ini
Dwiyanto (2003) mengemukakan bahwa
“Pengukuran  kinerja terhadap suatu
organisasi publik merupakan sualuy |su
pada beberapa tahun tarakhir ini, leruilama
selelah banyaknya keluhan dari para
pengguna jasa yang menyatakan bahwa
kinerja organisasl publik adalah sumber

enyelenggaraan

orontalo

aparatur yanu

kinerja ‘kelambanan, pungli dan in-
k . model peniaian endisaln ‘ A ” .
uan untuk mengidentifkasi n;(’pmv?nsl Gorontalo, seﬂ:: alart efisiensi."Kondisi tersebut dewasa ini
jtian inf bertult bupaten/kota s Kinerja  Apa@ yalul ~masih terindikasi pada pemerintahan
Penelit ran di kabup ‘Banilaian kukan me
\ukan oleh pemerlnt?h daes Model Penb., penelitian ini dilal o sl \deersh  Khususnya i lingkungan
ey oo 8 T oo 7 e’ G e
a oy x L}

Penyelenggera®h = dengan mempertaTirL, Skiif penyelenggarii fekonstruksi  model pengukuran  dan

endekatan kualltall o b yang dikehendakl o im persp ada tugas-udie ol . m 9 ,
v mperhatikan tujuan pen ik yand sering mun enantiasa terjebak P ankan simbol ‘penilaian  kinerja aparatur  pemerintah
me Pa‘magalehaﬂ gg:'iah aparatur pemaﬁr:n‘g{:n:msi sekedar rne:ngad:ll'mIralta kepnil nﬂlura_:;arrempakan suatuldhal ﬁ)fv-ak;gisanggt
gaerah, n inovatl, n pelayand ol guna mengidentifi akar
m?g:m:ha:k\'asi lepas dart g::;a k:an fidak mengl-;‘ﬂ:ﬁ:a apa"ﬂmfpe“;aﬂnt.f:t;?nnrll Jrmasalahan yang menjadl  penyebab
TUETE‘D‘ lkekuasaan, ka\':'ﬂﬁzrg‘gmemniukkﬂn hah\l:]i s:am harus dibukﬁkann ‘::;grs sabil tendahnya kinena aparatur, yangakan
?:\asyarafatKEdﬂg:t;:R:_'gﬁ, awab k‘ep‘agﬁ‘:’;: dalam setiap pelaksans? - e 'n] ::s ba::njairé:om::saryanieh?}:f:;
berkewajban s melakukan penflaian * ma. \andenaan melibatknl B ot e concratvdl: e

i dan berupay pagal hak yang telah dilaku mpiris Dbl 4 "
unggwkw nsi darl adanya DOLASE s daerah 1ah diternukan fakia emer s iundatang, Dari fenomena diatas maka
o Uerm\‘a penilaian ““e'}:g‘;?mmtam penelitian ini ‘E{:m memangd beme?u:ﬂl porll unalitian ini dilakukan dengan formulasi
uruan tinggt- ini men {

dari perg tar
independen nerjz apara 5
pelaksanaan pﬁjnl:slia?nig;w@ka“ regulasi yand

insi Goron
di provins =

erja aparatur peme

;. Rekonstruksi Model Penilaian
offa Aparatur dalam Penyelenggaraan
afintahan di Provinsi Gorontalo.

edaan an AN
ama. diharapkan
rintah daal':: ;f:rr;!_‘ tindak yang ("%

Landasan Teori
A. Konsep Kinerja

Menurt Prawirosentono (2002:2)
kinerja merupakan suatu hasll kerja yang
dicapai oleh seseorang atau kelompok
orang dalam organisasi, sesual dengan
wewenang dan tanggungjawab masing-
masing, dalam rangka mencapal tujuan
organisasi bersangkulan secara legal,
tidak melanggar hukum dan sesuai
dengan moral dan etika.
Analisis kinerfa merupakan suatu mstode
untuk mengukur sejauhmana  kemajuan
yang dicapal dibanding dengan tujuan
yang lelah ditetapkan sebelumnya. Melalui
analisis kinerja dapat dillhat tingkat
keberhasilan ataupun tingkal kegagalan
implemetnasi kebijakan, program dan
kegiatan sssual dengan sasaran dan

lyjuan yang telah ditetapkan guna
mewujudkan visi dan misi suatu
organisasi, Unluk melakukan analisis
kinerja  organisasi  publik,  diperiukan
" Indikator-indikator kinerja untuk

pencapaian suatu sasaran atau (ujuan
yang ditelapkan. Lenvine dkk (1990)
mengemukakan tiga indikator yang dapat
dipergunakan untuk mengukur kinerja
birokrasi publik, yaitu:

a. Responsiveness, lalah kemampuan

ng : d individu atau  organisasi  unluk
walaupun disaodel penilaian KNS e Fli sebagal tawaran _ mengenall  kebutuhan  masyarakat,
endigalan M nstruksl mo Ry M
i kan, walaupun reko nerapannya. . Aparatur ‘Rumusan Masalah menyusun  agends dan  priorilas
C':.-1grl;‘;‘fr‘;‘tidéa'l dan kaku da'.ar‘ﬂ ﬁi 4! Penilaian Kinerja, AP “ruarmssalah pokok ddambﬁnaiﬁan pelayanan  serta mengembangkan
e : struksi, muskan  sebagai kut program-program  pelayanan  publik
Kuncl : Rekon ; at dni ! : 4
e Kepuasan masya:!;‘ ke Jalmana R&ﬂ;ﬁhgg}adﬁl’enmn sesual rgzgnfan kebutuhan déa]n akspll‘asi
adanya aprasf;éap setiop (IS mer an di Provinsl Gorzfmtalnfg ¢ mmsivaness mar?lfnjzrkgari
pgndahuluaf‘a aparatur sefind d‘par;ila;‘r?! mas\lam!:: d;:rrah gocara borkolil : keselarasan antara program/kegiatan
K]:‘::nuas!‘ﬂ“ khusuﬁn\’;slsi \ain “"E"‘";n a program 1ebi],akal\1l’":: an Penelitian pelayanan dan  kebuluhan/aspirasi
beiumgmif polayanan publik, m sesusl ba ";{“4 dampakinial tambil “m" - Inl bertujuan untuk masyarakat Dengan cemikian
ersp jur yang belu e memi akal, entifikasi model penilaian kinerja responsivilas dapal ditetapkan sebagai
kualitas El:i?r:mglm masih rendah ::z:aﬂ pmdukﬁ\ﬂt:éapat menikmall '""-. . lur  yang  dilakukan  oleh salah  satu  Indikator  Kkinerja.
sta?dgaf-nfl:nyebabka” Bg:mattl:n r:ebagal masfar:;unan sehingga di!t:::‘: : 4 \tierintah Idalarah di :tabupalen dan Kelidakselarasan antara pelayanan dan
serin em iy in antu e provinsi Gorontalo, kebutuhan masyarakat akal
an pen a P gkan labi ' ; i I
peluang a:;‘\;;:ggn dan b“’“““’;:mpaﬁu masyarete encanakan, "IM:.:I AWdlsain dan mendeskripsi tentang menunjukkan tingkal responsivitas yang
keriz S tergangdu. tidak erta e palaksﬂnaﬂ” pe " Penilaian Kinerja Aparalur dalam rendah demikian pula sebaliknya.
kegiatan an pejabal struktural Y““gn The mengaWa rmengamantan fiyplenggaraan  Pemerintaban  di b. Responsbiity, menjelaskan apakah
en‘ﬁpz dnsip “The Right Mﬁrn di semua ba‘:r::“gunaﬂ untuke el vinsl Gorontalo, irar}pLar;Ieglt(aZi kegiatan o;ganisasi publile
ges! *, ppora pe sa. a ukan sesual dengan prinsip-
d Time gritas, <yarakat dan band i i sl
Right Job an han m@'ﬂ“ik‘ inte! masyard encapalint "
awab, lam hal p .
hvalesiofi;la inovatif, taﬂg‘:l“:}ng‘ge n lk?(:n oleh mh-r;l .
pr:r;klnel‘ial tinggl  dan anian 1ugas- d'ltuﬁlalenggam pemerinti '.'" ' Nasluisal dan M wilayah for Pubilc Ad {1apa) 2015 Page 129
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daerah di
orinsip administrasi yang benar, serta kebijakan, ~ dengan asumsi  bahwia yakni: a) a:f,‘:iah d Provinsi  Gorontalo
sesuai dengan kebijakan organisasl. efektivitas dari tujuan pemerintah daorah Menjad|  acuan asar hukum yang
¢ Accountablity, menunjukkan seberapa sangat tergantung dari dua kegiatan pokok i e) "t dlr’J waktu/periode ¢. Model penila" k;
besar  kebijakan  dan kegiatan yaknl “Publik Management and Polcy’ i dan d) uns kator atau aspek di Wilayah W"‘F"\le
organisasi publlk konsisten dengan Pendekatan manajemen memparsoalkan ia mi Pal unsur tsp ur pelaksana. Menurut Indﬁiwﬁ%i fia Daerah
kehendak masyarakat banyak. Kinerja hingga seberapa jauh fungsl-lungul - Masing-masing tabel b dapat dilihat dari Penilalannya at Gorontalo
organisas! publik tidak hanya difihat dari manajerial  pemerintah daerah inlah | - erkut ini ; e, U Aspek
ukuran Intemal yang dikembangkan dijalankan seefisien dan seefektil munghin Model Penilajan K N
oleh organisasi public atau pemerintah, Sasarannya adalah semua yang bartughi Wilayah Provi nerja Daerah di
seperti pencapaian targe!, akan tetapi mengimplementasikan kebijakan publik, Menurut  payup iz Gorontalo
kineja sebaiknya dinilal dari ukuran Selanjutrya eban (2004 ¥ang Digunakan 9 Hukum/Acuan
skstarnal, sepertl nilai-nilal, norma dan menggabungkan kedua  pondokeias: [T s

etika yang berlaku di masyarakat. \grsebut  yang  disebutnya i
Keglatan organisasi publik memiiiki pendekatan moral/ethika, dalam konies
tinggl  Jikalau inl, Keban malihat sejauhmana poime

H Llld Parman PAN ho 7
g — Pania
Kanipaten Pu

akuntabiltas ~ yang
kegiatannya dipandang benar seria daerah menaruh perhatian terhadnp §
i sesual dan tidak bertentangan dengan rmoralitas, yakni apakah  pant
nilal, norma dan etika yang berkembang daerah memperlakukan pegawiiiy
: di masyarakal masyarakat umum atau golongal 1S :
secara adil? atau apakah pafs Stbear m’; Gorgninlg
' g. Penilaian Kinerja. daerah memperhatikan  Intarnal . g olakan, 2014
Penilalan terhadap performance eksternal ethik?. Apakah pomin fridan Pontsian d. Model Penilajan ™
atau disebut juga kinerja mearupakan suatu responsif  atau tanganp Publi nit Polayanan ilayah ajany i Ha
datang dnrl 1 . e Mo €8 Tahin 2011 enuryt p, Provic Yorah 4
) 2013 BKN No. 1 Tahun Fomeriniar :i?ﬁs”; Bhi} %nta.'o
T ey

ngat penting. Penilaian perubahan yang

i kegiatan yang sa
il | dimaksud bisa dibuat sebagai masukan Adapun sasaran dari  ponduias 2015 o
guna mengadakan perbaikan untuk adalah gabungan darl dun oo ':DE'”" 578 o
‘ peningkatan kinerja organisasi pada atas. e M
Fungs! manajariil il in P

waktu berlkutnya. Untuk mengukur kinerja

sehuah organisasi benyak pendapat pakar dari manajerial yang bt

|
I mengenal berbagal Indiketor dan konsep adanya peningkatan dalnim 18 2
‘ yang dapat digunakan, seperli efekivitas, manajerial skill, pendd! e o " 2074
[ efisiensi dan juga produktivitas  guna prosedur kerja  yani ol Po
| menentukan sejauh mana kemampuan peningkatan motivasl il nilaian Kinerja pae
' sebyah organisasi dalam mencapa tujuan, keja d antara pogawil Provinsi = g i
' Mamun kensep dan indikator yand pemda. Apakah ponig ket Palak.,n“nr:"t“'ﬂ
dikemukakan selalu  saja hanya tepat memberkan  sumbanalh ya
tujuan secara efislon dnn i e -
N T o

digunakan bagi organisasi swasta yang
berorientasi keuntungan pelaka, hal ini

kinarja pemerintnrviumall

auh mana masing ULl k
. erdasarkan koni

| tentunya berbeda dengan organisasi sej
publik yang berorientasi pada pelayanan melaksanakan fungnl, (UELE implementasi
| kepada masyarakat banyak tanpa jawabnya yang Mmonil 3 pemeri ntahs penilaian H%jg 8! gan
mengejar keuntungan mater. Levine dkk darl kegiatan mano|aring dagrah di vibay SR
Gorontalo sebagaimang i ah Matur
atas, akan dilalyka, a 4 bap, insi

(1990) mengustlkan tiga konsep yang bisa
n mwmﬁukalrkm di

dipergurakan untuk  mengukur kinerja Pembahasan.
birokrasi  publli, yaitu: responsiveness, Hasil panuiiisn J o) Penilaian  Kinerja
responsibility dan accountability (dalam kedua yang difohimhes ' Kinafa  anyg daerah tenfunya aparat Pen, Mode)
Dwiyanto, 2003). parbagal madal ol u Sal "’*;rnm No 46 Tahun akan me%y B elingpy
Menurut Keban (2001), pendekatan di Kabupaton/iols 88 b it Prestasi Ke 2011 Tenldy padﬂ PR
yang dapat dilakukan untuk mengukur dapal dijalnakan il A ™ - Tahin fa PNS dan peta EiKQ"FL‘ian
kinetjia pemerintah daerah,  yaltu mendapat porhuling Pelak 2013 (aptan? k N 1
pendekatan manajerial dan pendekatan penllaian  Kinera sanaan PP Np 45 Taﬂ““iuﬁ ol
: : wilayah tndonesian Ass :
Semimar kasional dan Musyawarah wilayah ndonesian Association Tor Publio Admisisissiian ] ociation for Py FERSET
o8 (1Pa) 2015
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Sebelumnya periu  dikemukakan model
penilaian kinerja menurut Torrington dan
Hall (2005, dalam Pratiwi Ngasaratun

(201

3) yang digambarkan pada bagan

berikut:

issm:aﬂ
+ Ongoig
o Kones

Bufint e sfbininm el
o i dmckgio
II/"A & Opdeisiw ol _-‘\
aimfpay \
médud
e
Teptifprat

o Linkbeoa

Sul

t il dssiase :
. g i
Tee Tetsnparttap —
airyenen

mbar: Terrington, Hall and Tayior, 2005,

p.330

(2005),

Meru]'uk pada Torrington dan Hall
ada empat lahapan delam

penilzian kinerja yang ideal:

1.

W

E-S

Penentuan tyuan pekeraan mengacu
pada deskripsi jabatan dan visi
organisasi.

. Tujuan individu pengampu jabatan.
Rencana capaian kinerfa Individu

en h jabatan.

’ Eaiag!;man penilaian yang terdiri dari
monitoring  pelaksanaan pekerjaan,
penilaian di akhir tajun, dan pemberian
insentifflunjangan kinerja berdasarkan
hesil penilaian.

Berdasarkan teori tersebut nampak

elas bahwa model yang mengacu pada

1!T’I'-’ No.10 Tahun 1972 Tentang Penialaian

DP3 tidak mementhi unsur sebagal
sebuah model penilaien kinerja yang Ideal.

tanpa meryentuh ranah kinerja.Penilaian
menekankan

bawahan
Kinarja

juga  beum

komunikas sehingga
standar

mengetahul

diharapkanCleh  karenanya

bersifat

dan

menimbulkan bias penilaian.

Sebalknya, PP No 46 Tahun 2011
Tentang Penlaian Prestasi Kerja PNS dan
Perka BKN No 1 Tahun 2013 tenlang
Ketentuan Palaksanaan PP No 46 Tahiin
2011, nampsknya lebih mendekati modal

penilaian kinerja yang (deal.

Kelelasan

standar

demikian,

keseluruhan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangm
yang didsirkan pada kondisi amplin
model peildan kinerja aparat di wiliynli
Provinsi Goontalo saat ini,

model

indikator
digunakan serta mengedepankan aspok
komunikasl antara pegawal yang dinilal
dan pejabat penilai bahkan atasan pejabal
penilal, miki bawahan akan mengetahiul
penitaian
memaharf menerima kekurangan an
hersedia nemperbaki
prestasiny {i masa mendatang. Dongun

penilaian
diharapkan nampu meningkatkan iners
organisas/ opemerintah

yang

aspek
tidak

yang
penilalan

prestasi keja PNS melalui DP3 seringkall

subyekdtif acapkall

kinerja
Kinarjn

daerah soonin

dan e

bar 2: Hasil Reko
: ns
at pan Kiori Apara
Wilayah Provinsi Gorontalo

yang

 Tahapan-taha

Pan penilajan kj
! u;‘ag;rglegat::a tr?.rakmh bsrdaaanr:E:
e sl di atas adalah

Penilalan Kinerja
. oleh Aparatur d
o n Tim  Internal Per‘:“:a::laat

Tim rrE:::rt:rﬂal Pemda baik

) un secara te

Mmemperoleh  fpagj| pen;if:l:::
maksimal dan

dan

ot

model peniaian  kinerja  sebagalmana

dikemukakan sebelumnya, nofli seha :

memperhatlan ketentuan-ketentunn pada dangal prg;:;fnbﬂm; dari
A0 Visi dan misi. ntansi

PP No 46 Tahun 2011 Tentang Panllnian
Prestasi Ksfa PNS dan Perka BKN No |

Ketor imy
Pelaksansat PP No 46 Tahun 2011, maka I
hasil rekemsruksl model penilaian kinuils | ponilal
aparat diwiayah Provinsi Goronlalo ym:

Tahun

2013

tentang

o Unan dan penetapan Sasaran
b mal;:fal (SKP) oleh seliap
Setujui oleh atasan atay

an tugas of "
berdasarkan ”3 eouap individy

SKP
n(:fah ) :jan Pengamatan perilaku kerja
insent?f ﬂlahat penilai, dan pemberian
hooll YUnjangan kinerja berdasarkan
periodel:;;?“:ian’ Oleh  karenanya
sekali daly r: s:;ﬁi?: penilaian adalah
Penegasan 45 |
Punishmepy
S "2 S
s ':: Terpadu  dan Terintegrasi,
FRdn i gl'f‘lalafui tahapan penilaian
takat Ka""g-masing SKPD, maka gj
bupateanola dan Provinsi
ol evaluasi secara terpadu
Friliat kgrasf dengan harapan akan
mitmen  dan  konsistensi
terhadap pelaksanaan
kinerja dan

9. F :
p;:m‘: a1au umpan balik terhadap
B gonis an penilaian kinerja aparatur
systom YE;’ENg perlu diperbaiki atau
Ia.h:n herlkug l!-anjulksn pada tahun-
K dla:fa rekonstruksi model penilaian
dari model 'I?nr:'iempakan ooy i
2005, vang .di Noton, Hall and Taylor
o herlagk Sesuaikan dengan aturan
Tahin 2011 Tercio"@ Yakni PP No 45
- €ntang Penilaian Prestasi
eka BKN No 1 Tahun

o

Reward ang
aparatur pada

@

dengan  kondi :
|Epangnn' ndisi &mnl'ﬂs

Model penjjajan kinerja aparat

skl yanka diterapkan pada seluruh
Gorontalo dlha?-a::a di wilayah Provinsi
kes & akan menjamin

eragaman Penilaian, pajj dafan{ hal

Dalam model Denilaiml IIEI:.} r:ang‘?urfkg; ditawarkan l2 depan seperti pada garmb " (8K asaran
8 unsur penilaian yakai: aseliaan, berikut inl il (8KP) yang (el erj acuanycd
prestasi k(esﬁalz 3) ‘““géa"?id fsv;f:a {ég : K:’;ag:: ggr;tapka:l.h e h:melﬂksanaan, S
ketaatan, (5) kejujuran, ) i ung p ' & naan, ndikat :
prakarsa, serla untuk pejabat 5‘“"?”"“' (g; 3 Pada masing-masing ]'[T”Puﬂ pelaksana Penﬂalan?rmps:j;:j;n'
tambah satu_wnsur ya;nunakan ' Ponlisn skt 1o ob' madel inj diharapgap, dapat me trg
kepemimpinan. Parameteryang cigur: lordin  garj el un vektivitas pelaksanaan njam
dalem DP3 tidak jelss b:g‘m';:?' pe;?n“s i ‘n "e'sfﬂlﬂm'pekaq?arf aparatur pemerintah daerzin"aja“ kinerja
penilal maupun |:lI i ditskenkn L. akhir tahun barda sarka' glirannya akan memot, ,» yang pada
dinilal.Orientasi peniian @ Susaran  Kinerja i senantias, asi pegawal untuk
pada aspek kepribadian dan perilaku il kineljany; dmangembangkﬂ“ potensi
an  apap %
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kontribusi  yang tinggi bagi upaya
peningkatan kinerja instansi pemerintah
daerah.

Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitan  dan
pembahasan sebagaimana talah
dideskripsikan pada bab sebelumrya,
dapat ditarlk beterapa simpulan fentang
model  penilaian  kinefja  aparatur
pemerintah di wilayah Provinsi Gorantalo
sebagai berikut ini,

1. Model penilalan kinerja pemerintah
daerah di wilayah Provinsi Gorontalo
selama ini belum memiliki
keseragaman terutama dalah hal:
desar hukum atau acuan
pelaksanaan, waklu pelaksanaan,
aspek atau indikator penileian, dan
pelaksana penilaian. Oleh karenanya
diperlukan rekonstuksi model
penilaizn kinerja aparalur yeng dapat
menunjang penyelenggaraan
pemerintahan yang dilaksanskan pada
masing-masing
Pamkab/Pemkot/Pemprov di wilayah
Provinsi Gorontalo.

2. Hasil rekostruksl model penilaian
Kinerja aparatur di wilayah Provinsi
Corontalo meliputi tahap-tahap: (a)
Model Penilaian Kinerja Aparatur
dapal dilakukan oleh Tim Internal
Pemda ataupun Tim Eksternal Pemda

terpadu untuk memperoleh hasil
penilaian kinerja yang maksimal dan
terstandarkan. (b} Penetapan
Rencana Kerja Tahunan (RKT),
Rencana Kerja dan Anggaran, serta
Rencana  Operasional Kegiatan
instansi sebagal penjabaran dari
sasaran dan program  instansi
‘berdasarkan visi dan misi. (c)
Penyusunan dan penetapan Sasaran

baik secara parsial maupun secara

Kinerja Pegawai (SKP) oleh salinp
pegawai dan disefujui oleh alasan
atau pejabal penilai. (d) Pelaksannin
tugas oleh setiap individu pegowal
berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawal
(SKP) yang telah ditetapkan. (8}
Pengawasan  Kepegawalan, oloh
atasan langsung pada masing-masing
SKPD. (f) Pelaksanaan penilalan nkhli
¢ tahun yang terdiri dari monilofing
pelaksanaan kegtatan/pekernnn
penilaian di akhir tahun berdasarkan
capaian Sasaran Kinerja Fagiwil
(SKP) dan pengamatan perilaku fofli
oleh pejabat penilai, dan pemburian
insentifftunjangan kinerja berdasnrkan
hasil peniaian. Oleh karonanyn
periode pelaksanaan penilalan adalal
sekall dalam setahun. (g) Penogusan

stas Reward and Punishmont bl

aparatur pada masing-masing SKI'E
(h) Evaluas| Terpadu dan Terintogusl,
setelah melalul tahapan ponini

pada masing-masing SKPD, makn il

fingkal Kabupaten/Kola dan Froviil

di lakukan evaluasi secara lopnihi

dan terintegrasi dengan harapan sha

melihat komitmen dan  konulslunid
gecara makro terhadap pelakusinan
aparatur (Al
organisasi pemerintah daerah, dan (Il
Feed-back atau umpan ballk torhniag
pelaksanaan penilaian kinerja nparalus
atas apa yang perlu diperbalkl alsi
system yang dilanjutkan pada il

evaluasi  kinerja

tahun berikutnya.
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